
 

 

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 176 TAHUN 2023 

TENTANG  

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 
kepada masyarakat diperlukan pengelolaan pelayanan publik 

secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah 
dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat; 

b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan            

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 
tentang Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah 
melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14              
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007              

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti                   

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia               
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009   

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  
Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6   

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran  Negara  Republik Indonesia        
Tahun  2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Tahun  2021 Nomor 222); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk 
Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah                  

Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah          
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); 

11. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut                 

Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 

Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut 

(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN                 
MAL PELAYANAN PUBLIK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah                                

Daerah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Garut. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Garut. 

6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan                  

perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. 

7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian 
Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah 
daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya 
meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan 

keamanan pelayanan. 

8. Penyelenggara Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara 

MPP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan Mal 
Pelayanan Publik. 

9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik 

yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 

Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk 
kegiatan Pelayanan Publik. 

10. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah                
non kementerian negara/lembaga negara yang merupakan Penyelenggara 
Pelayanan Publik. 

11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan. 
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12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah                     

Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah baik yang berbentuk 
Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah. 

13. Swasta adalah badan usaha atau badan hukum yang bergerak di bidang usaha 

yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang bukan milik Negara. 

14. Mal Pelayanan Publik Digital yang selanjutnya disebut MPP Digital adalah 
skema penggunaan satu akun yang diterapkan pada semua lini pelayanan 

yang disediakan oleh Gerai Pelayanan MPP secara online yang merupakan 
perwujudan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

15. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi 
Penyelenggara MPP. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara MPP dan 
Organisasi Penyelenggara dalam meningkatkan pelayanan publik. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan mewujudkan sinergitas dan 

kolaborasi antara Penyelenggara MPP dan Organisasi Penyelenggara. 

BAB II 

PRINSIP 

Pasal 4 

(1) MPP dilaksanakan dengan prinsip: 

a. keterpaduan; 

b. berdayaguna; 

c. koordinasi; 

d. akuntabilitas; 

e. aksesibilitas; 

f. kenyamanan; dan 

g. bebas pungutan liar. 

(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu 

sistem. 

(3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
pelayanan yang   diberikan   tidak   menimbulkan   biaya   tinggi   bagi 

masyarakat/pelanggan. 

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis 

pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan 
dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan  

misi  yang  sama  untuk  memberikan  pelayanan yang tebaik bagi masyarakat. 

(5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan 
pelayanan yang diberikan melalui system pelayanan terpadu benar-benar 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. 
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(6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan 

masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan. 

(7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan 
pelayanan yang   diberikan   harus   mampu   memenuhi   kebutuhan 

masyarakat/pelanggan. 

(8) Bebas dari pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

merupakan pelayanan yang diberikan harus terbebas dari pengenaan biaya               
di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau di pungut. 

BAB III 

PENYELENGGARAAN MPP 

Bagian Kesatu 

Nama dan Lokasi 

Pasal 5 

Nama Gedung MPP adalah “Grha R. A. A. Wiratanudatar VIII”. 

Pasal 6 

Lokasi MPP di Jl. Pembangunan No. 2 Simpang Lima, Kelurahan Sukagalih, 
Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan 

Pasal 7 

(1) Penyelenggara MPP dilaksanakan oleh DPMPTSP secara ex-officio. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi: 

a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan; 

b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP; 

c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan 
pelayanan dalam MPP; 

d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar 
Pelayanan; 

e. penyediaan tata tertib; 

f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan 

masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem 
pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan 
MPP; dan 

g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP. 

(3) Penyelenggaraan MPP mengikutsertakan: 

a. pelayanan Perangkat Daerah; dan/atau 
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b. pelayanan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, BUMN dan 

BUMD di Daerah. 

(4) Pengikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kesepakatan bersama, jika perjanjian dilakukan antar pemerintah daerah; 

b. perjanjian kerja sama, jika perjanjian dilakukan antara pemerintah daerah 

dengan pihak ketiga; atau 

c. sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, jika perjanjian 

dilakukan antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati 

dapat memberi kuasa kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani 
Perjanjian Kerjasama dengan Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam 

Mal Pelayanan Publik. 

Pasal 8 

(1) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
terdiri atas: 

a. pelayanan langsung; 

b. pelayanan secara elektronik; 

c. pelayanan mandiri; dan/atau 

d. pelayanan bergerak. 

(2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan 
penerima pelayanan secara tatap muka. 

(3) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara 
Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

(4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 

pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan 
menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia. 

(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan 

pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/atau Gerai Pelayanan 
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan 

sarana transportasi. 

Bagian Ketiga 

Mekanisme Pelayanan MPP 

Pasal 9 

(1) Mekanisme Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai 
dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar 
operasional prosedur masing-masing Pemberi Layanan pada MPP yang 

dikoordinasi oleh Penyelenggara MPP. 
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(2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemberian Pelayanan 

Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing 
pemberi layanan pada MPP. 

(3) Setiap pemberi layanan pada MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemberi 
layanan pada MPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 10 

(1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri dari masing-masing 
Organisasi Penyelenggara. 

(2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP dilakukan oleh                      
masing-masing Organisasi Penyelenggara sesuai dengan ketentuan      

perundang-undangan. 

BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 11 

Penyelenggara MPP wajib melakukan rekapitulasi jumlah kunjungan pada setiap 

Organisasi Penyelenggara sebagai bahan evaluasi oleh Tim. 

Pasal 12 

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP. 

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bupati   membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah 

b. Ketua : Inspektur 

c. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

d. Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah 

3. Unsur Badan Kepegawaian dan Diklat 

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(5) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada            
ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Pembiayaan Penyelenggaraan MPP bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut; dan 

b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

Ditetapkan di Garut 

pada tanggal 24 - 10 - 2023 

BUPATI GARUT, 

t t d 

RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 24 - 10 - 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

t t d 

NURDIN YANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2023 NOMOR 176 


